
beradu argumentasi terkait enam sub-

tema, yaitu pemerintahan, hukum, Hak

Asasi Manusia (HAM), pemberantasan ko-

rupsi, penguatan demokrasi, peningkatan

pelayanan publik, penanganan disinfor-

masi dan kerukunan warga. 

Debat diawali penyampain visi-misi dan

program kerja oleh ketiga capres. Diawali

capres nomor urut 1 yaitu Anies Rasyid

Baswedan yang menyampaikan, negara

hukum menempatkan hukum sebagai ru-

jukan utama untuk memastikan hadirnya

rasa keadilan, memberikan keberman-

faatan dan kepastian kepada semua. ÓIni

harus dipegang teguh pemegang

kekuasaan,Ó katanya.

Sedangkan, capres nomor urut 2,

Prabowo Subianto menempatkan hukum,

HAM, perbaikan pelayanan pemerintahan,

pemberantasan korupsi, perlindungan se-

mua kelompok di masyarakat sebagai

sesuatu yang sangat penting. Oleh karena

itu, dalam visi misinya hal-hal ini menjadi

prioritas utama. ÓSejak muda saya sudah

mengangkat sumpah untuk membela

Pancasila dan UUD 1945. Republik ini

harus didasarkan atas hukum dan

kedaulatan rakyat,Ó katanya.

Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo

dalam pemaparan visi misinya mengata-

kan, sejak masa kampanye dimulai,

dirinya dan cawapres Mahfud MD telah

melakukan perjalanan dari Sabang sam-

pai Merauke untuk mendengarkan dan

melihat secara langsung apa yang disam-

paikan dan dirasakan rakyat, sehingga

ketika pemilu berlangsung, harapan rakyat

itu masuk dalam pikiran pemimpin, bersat-

unya pikiran, perkataan dan perbuatan. ÓIni

sesuatu yang penting,Ó katanya.

Di segmen kedua, dimulai pertanyaan

dari para panelis kepada capres nomor

urut 2 Prabowo Subianto, tentang strategi

menyelesaikan masalah HAM dan konflik

di Papua. Menurut Prabowo, masalah

Papua cukup rumit karena ada campur ta-

ngan asing. Strateginya dengan cara

menegakkan hukum, memperkuat aparat,

mempercepat pembangunan ekonomi

seperti yang telah dilakukan Presiden Joko

Widodo. ÓKita harus membawa kemajuan

ekonomi, sosial dan pelayanan publik di

Papua, melindungi rakyat Papua dari

keganasan separatis/teroris, menjamin

penegakan HAM,Ó katanya.

Pertanyaan panelis kepada Ganjar

Pranowo tentang program strategis apa

untuk meningkatkan pelayanan publik

yang berkeadilan. Menurut Ganjar, strate-

ginya mengajak publik berpartisipasi sejak

awal, menghadirkan mereka di setiap

Musrenbang, kelompok perempuan,

penyandang disabilitas, anak-anak dan

kelompok rentan lain termasuk orang tua.

Ini penting, agar pengambil keputusan

peduli apa yang mereka rasakan.

ÓKesetaraan dalam perencanaan pemba-

ngunan itulah yang kita harapkan bisa

merepresentasikan apa yang mereka

harapkan,Ó ujarnya.

Pertanyaan kepada Anies Baswedan

tentang kebijakan apa untuk melindungi

warga negara dan memperkuat toleransi

masyarakat Indonesia yang majemuk.

Menurut Anies, setiap pelanggaran hukum

tidak boleh dibiarkan tak dihukum. Kalau

dibiarkan ia akan menular dan dianggap

sesuatu yang benar. Maka langkah perta-

ma, setiap ada pelanggaran oleh siapapun

kapanpun, di manapun, maka tegakkan

aturan, tegakkan hukum. Ketika berbicara

kerukunan, maka harus dilakukan usaha

berkomunikasi dengan semua.  ÓNegara ti-

dak boleh memusuhi salah satu unsur di

masyarakat. Negara adalah penyeleng-

gara yang menjangkau semua,Ó katanya.

Debat pertama menghadirkan 11 pan-

elis, yaitu Agus Riewanto (dosen hukum

tata negara Universitas Sebelas Maret

Surakarta), Ahmad Taufan Damanik

(Ketua Komnas HAM RI periode 2017-

2022, dosen Fisip Universitas Sumatera

Utara), Prof Al Makin (Rektor UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta), Prof Bayu Dwi

Anggono (Dekan Fakultas Hukum

Universitas Jember), Gun Gun Heryanto

(pakar komunikasi politik dan dekan di UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta).

Khairul Fahmi (ahli hukum Universitas

Andalas), Prof Lita Tyesta (Guru besar

hukum tata negara Unversitas Dipone-

goro), Mada Sukmajati (dosen ilmu politik

dan pemerintahan UGM), Rudi Rohi (pen-

gajar politik Universitas Nusa Cendana

Kupang), Prof Susi Dwi Harijanti (Guru be-

sar hukum tata negara Universitas

Padjadjaran) dan Wawan MasÕudi (Dekan

Fisipol UGM). (Dev)-d
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53.161 Rice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

yang melibatkan PT Pos Indo-

nesia dan/atau badan usaha

lain. 

ÓTerdapat lima merek AML

yang memenuhi spesifikasi pa-

da e-katalog dari beberapa

badan usaha yang mengikuti

proses pengadaan AML, yakni

Cosmos, Maspion, Miyako,

Sanken, dan Sekai. AML yang

akan didistribusikan memiliki

kapasitas 1,8-2,0 liter, mencan-

tumkan label standar nasional

Indonesia (SNI) dan hemat

energi serta memenuhi keten-

tuan tingkat komponen dalam

negeri (TKDN),Ó ungkapnya.

Jisman menambahkan, un-

tuk mencapai target program

penyediaan AML bagi 500.000

rumah tangga pada 2023 yang

direncanakan tersebar di 36

provinsi, pemerintah masih

mematangkan data calon pe-

nerima AML yang ditargetkan

selesai pada pertengahan

Desember 2023. Selanjutnya

akan dilakukan pendistribusian

AML dengan target penyelesa-

ian pada Minggu ketiga Januari

2024 sebagaimana hal terse-

but dimungkinkan berdasarkan

Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 109 Tahun 2023.

ÓKeterbatasan waktu dalam

pelaksanaan program yang

baru dimulai pada pertengahan

Oktober 2023, pemenuhan ke-

lengkapan persyaratan usulan

calon penerima AML serta kon-

disi geografis dan cuaca dalam

pelaksanaan verifikasi lapang-

an, merupakan tantangan ter-

sendiri dalam penyelesaian

program di tahun anggaran

2023 ini,Ó ungkap Jisman. 

(Ant/Has)-d

Pariwisata berbasis HAM sudah di-

awali Pemerintah Provinsi Jawa Barat

yang bekerjasama dengan  Direktorat

Jenderal Hak Asasi Manusia

Kementerian Hukum dan HAM pada

2022. Hal ini merupakan langkah awal

yang baik untuk memastikan pe-

menuhan kebutuhan wisata dapat ber-

jalan dengan optimal di sektor industri

pariwisata. Kebutuhan wisata kelompok

rentan seperti kelompok difabel menjadi

penting untuk kita dorong agar pe-

menuhan hak-hak mereka terpenuhi

dengan maksimal. Ada tiga hal utama

mengapa pemenuhan hak berwisata

kaum difabel perlu dimaksimalkan.

Pertama, kesetaraan. Penyandang

difabel memiliki hak yang sama untuk

pemenuhan wisata. Hal ini tentu

penyandang difabel memiliki hak yang

sama ketika berada di destinasi wisata.

Hak yang sama dalam konteks

menikmati atraksi wisata secara nya-

man dan fasilitas pendukung bagi

penyandang difabel. Kesetaraan dalam

kenyamanan ini baik di destinasi wisata

budaya, buatan maupun alam.

Kedua, kenyamanan. Pihak pe-

ngelola destinasi perlu melengkapi fasil-

itas yang ramah bagi difabel. Fasilitas

tersebut seperti parkir kendaraan, ramp

(jalur pengganti anak tangga), toilet

khusus dan loket tiket. Lahan parkir

kendaraan bagi penyandang difabel

harus dekat dengan pintu masuk desti-

nasi yang jarak idealnya kurang lebih

60 meter. Tidak hanya itu, ruang parkir

harus bertanda khusus difabel dan be-

bas agar penyandang difabel dapat

nyaman ke luar-masuk kendaraan. 

Untuk fasilitas ramp perlu dilengkapi

dengan tepian pengaman, penca-

hayaan yang memadai dan pegangan

rambatan di kanan dan kirinya. Ramp

didesain dengan tekstur kasar dan me-

miliki kemiringan maksimal 7 derajat.

Ramp dibangun sepanjang jalur wisata

dan fasiltas toilet serta loket khusus ba-

gi penyandang difabel perlu ada.  

Ketiga, bahasa isyarat. Pihak desti-

nasi wisata perlu menyediakan petugas

dengan bahasa isyarat. Kecakapan

petugas dalam penguasaan bahasa

isyarat menjadi salah satu upaya

mewujudkan wisata yang ramah difa-

bel. Hal ini menjadi penting karena

wisatawan tuli juga memiliki hak untuk

memahami setiap atraksi wisata yang

ada di destinasi.

Spirit perayaan HAM dunia menjadi

momen penting untuk mengimplemen-

tasikan pariwisata inklusif. Destinasi

yang menyediakan kesetaraan, kenya-

manan dan bahasa isyarat bagi

penyandang difabel perlu mendapatkan

apresiasi. Hal ini karena pariwisata

harus dinikmati oleh semua, termasuk

para penyandang difabel.

(Penulis adalah Dosen Prodi D4

Bisnis Perjalanan Wisata, SV UGM,

Mahasiswa S3 Kajian Pariwisata UGM

dan Anggota ICMI Orwil DIY.)-f

Cair, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Sambungan hal 1

Bidkum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sambungan hal 1

Ketua KPK RI sebagai tersangka haruslah

dikatakan sah. Tim Bidkum Polda Metro

Jaya juga memperlihatkan sejumlah

dokumen yang disita terkait penetapan

tersangka dalam kasus dugaan pe-

merasan. ÓBahwa guna membuat terang

perkara, kami menyertakan alat bukti un-

tuk menetapkan tersangka. Berdasarkan

Pasal 1 angka 16 KUHAP juncto Pasal 39

ayat 1 KUHAP kami melakukan penin-

dakan terhadap benda-benda berikut,Ó je-

lasnya.

Putu menjelaskan sejumlah barang

bukti yang disita yaitu lima lembar hasil pe-

meriksaan laboratorium Dinas Kesehatan

Kota Bekasi atas nama eks ajudan Firli

Bahuri, Kevin Egananta Joshua.

Kemudian ada satu buah nota dinas untuk

Menteri Pertanian dari Inspektur Jendral

perihal laporan hasil audit pengadaan sapi

tahun anggaran 2020-2021 serta 24 lem-

bar rincian kertas kerja satuan kerja tahun

anggaran 2019-2020 Kementerian

(Pertanian) Republik Indonesia di Ditjen

Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selanjutnya terdapat satu lembar legal-

isir sesuai asli laporan transaksi valas de-

tail per pelanggan atas nama Saudara

Kevin Egananta Joshua per periode 30

Mei 2021 sampai dengan 31 Januari

2023. ÓDua lembar legalisir sesuai dengan

asli laporan transaksi valas detail per

pelanggan atas nama Saudara Hendra

Joshua periode 1 Januari 2010 sampai

dengan 23 Oktober 2023,Ó katanya. 

(Ant/Has)-d

YOGYA(KR) - Dalam pelak-

sanaan anggaran dan belanja

daerah, Bank BPD DIY bersin-

ergi dengan Bank Indonesia

serta Pemda DIY mengimple-

mentasikan fasilitas Kartu

Kredit Pemerintah Daerah

(KKPD) sesuai Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 79

Tahun 2022. 

Peluncuran dan penan-

datanganan komitmen imple-

mentasi penggunaan KKPD

se-DIY dilakukan Gubernur

DIY Sri Sultan Hamengku Bu-

wono X, Kepala Perwakilan

Bank Indonesia DIY Ibrahim,

dan Direktur Utama Bank BPD

DIY Santoso Rohmad, beserta

Bupati/Walikota se-DIY, Selasa

(12/12), di Ruang Kraton Hotel

Royal Ambarrukmo Yogya-

karta.

Seremoni digelar di sela

acara High Level Meeting Tim

Percepatan dan Perluasan

Digitalisasi Daerah (TP2DD)

serta Evaluasi dan Coaching

Clinic Championship TP2DD

se-DIY. ÓKKPD merupakan

fasilitas kredit yang diberikan

kepada Pemerintah Daerah

baik di tingkat provinsi/kabupa-

ten/kota yang dapat digunakan

untuk melakukan pembayaran

atas belanja yang dibebankan

kepada APBD,Ó ungkap

Santoso Rohmad kepada KR.

Dijelaskan, KKPD DIY

menggunakan fitur QRIS pada

aplikasi Mobile Bank, Bank

BPD DIY. ÓKPPD DIY juga

memudahkan Pemda melaku-

kan penatausahaan dan admi-

nistrasi pembelanjaan, karena

belanja yang dilakukan telah

tercatat dalam sistem di Bank

BPD DIY, sehingga mengu-

rangi risiko munculnya kecu-

rangan dan transaksi fiktif,Ó

ucapnya.

Sri Sultan HB X meminta

komitmen Bank BPD DIY se-

laku Bank Rekening Kas

Umum Daerah (RKUD) untuk

terus mendukung perluasan

dan optimalisasi penggunaan

kanal penerimaan nontunai di

seluruh Pemda se-DIY, de-

ngan berbagai terobosan dan

inovasi, serta terus bersinergi

dengan pemangku kepenting-

an lainnya. 

ÓBerkaitan dengan imple-

mentasi penggunaan KKPD

atau disebut Kartu Kredit

Indonesia (KKI) di lingkungan

Pemda DIY, saya harap

TP2DD dapat segera melaku-

kan updating Roadmap TP-

2DD, dalam rangka mengako-

modasi implementasi KKI di-

maksud,Ó ucap Sultan.

Pada kesempatan itu Ke-

pala Badan Keuangan dan

Aset Daerah (BKAD) DIY

Wiyos Santoso SE MAcc me-

nyampaikan Laporan Evaluasi

Program Kerja TP2DD DIY.  

ÓTujuan TP2DD untuk mem-

percepat dan memperkuat dig-

italisasi daerah khususnya un-

tuk implementasi elektronifikasi

transaksi Pemda,Ó jelasnya.      

Sedangkan Ibrahim

menyampaikan materi per-

kembangan digitalisasi sistem

pembayaran di DIY, sinergi

program BI dan stakeholders

daerah, serta rekomendasi ke-

bijakan untuk mendorong digi-

talisasi transaksi DIY. (Vin)-f

BI-PEMDADIY-BANK BPD DIY

Bersinergi Implementasikan Fasilitas KKPD

KR-Juvintarto

Kepala Kantor Perwakilan BI DIY Ibrahim, Gubernur DIY
Sri Sultan HB X, dan Dirut Bank BPD DIY Santoso
Rohmad meluncurkan penggunaan KKPD se-DIY.

KR-Istimewa

IMPLEMENTASI IPV6: Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kominfo Wayan Toni
Supriyanto (kedua kiri) berfoto bersama para pembicara Direktur Telekomunikasi Ditjen
PPI Kemenkominfo Aju Widya Sari, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia
Adininggar Widyasanti, Wakil Rektor Universitas Indonesia Prof Dr Ir Dedi Priadi DEA,
dan Ketua Umum Asosiasi Internet of Things Indonesia (ASIOTI) Teguh Prasetya usai
membuka IPv6 Summit 2023 dengan tema Embracing IPv6 Innovation Toward Intelligent
Indonesia Digital Vision 2030 dan 2045, di Jakarta, Senin (11/12/2023). Acara yang dise-
lenggarakan ASIOTI bersama Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika, Ke-
menkominfo, serta IPv6 Council Asia Pasifik ini membahas tentang usaha mengadopsi
Internet Protokol version 6 (IPv6) menggantikan IPv4 yang dianggap sudah tidak mencu-
kupi lagi untuk menjamin konektivitas setiap perangkat bisa saling terhubung. Efisiensi
yang diperoleh dari implementasi IPv6 dan semakin kecilnya biaya migrasi menjadi daya
tarik utama usaha adopsi IPv6 di Indonesia, di samping semakin terbatasnya sisa sum-
ber daya IPv4 di dunia.

LAVA PIJAR MERAPI:

Guguran lava pijar

Gunung Merapi terlihat

dari Turi, Sleman, Selasa

(12/12/2023). Menurut data

BPPTKG, periode penga-

matan 11 Desember 2023

pukul 00.00-24.00 WIB 

terjadi 24 kali guguran

lava dengan jarak 

luncuran maksimal

1.900 meter ke Kali

Bebeng dan tiga kali

guguran lava dengan

jarak luncur 1.000 meter

ke arah Kali Boyong, 

tingkat aktivitas

Gunung Merapi Siaga

(Level III). 
KR-Antara/Hendra Nurdiyansyah


